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bahwa dengan diseraﬁkanmra sebagian urusan Pemerintahan Propinai

. Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang Peternakan kepada Dasrah Tingkat

11, maka Peraturan Daera.h Kabupaton Daerah Tingkat I1I Pacltan Nomor
2 tahun 1974 tentang Kartu Ternak dengan segala Perubaha.nnya, di-

Bahwa sebagal tinda.k lan;]ut Konsideran Lenimbang huruf a serta untuk
mencapal daya guna dan hasil glma yang optimal, maka perlu mangatur

Undang-undang Nomor 5 t;hun 1974 tentaxg Pokok-pokok Pemerintahan dl

Undang—undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemben‘mkan Daerah-daerah

L
| LEMBARAN DAERAH
_ KABUPATEN DAERAR TINGKAT II PACITAN
WOMOR : 19
PMRATURAN DA..;R!:H K.ABUPATA‘N DA..‘RAH TINGKAT II PACITAR
~* FOMOR 19 mmm 1993
| TINTANG
KARTU TERNAK
* DENCAN RAEMAT TUHAN YANC MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAERAH TINCKAT II PACITAN
Menimbang 1 a.
pandang suda.h tidak aesuai lagi dengan keadaan seka.rang ;
b.
" -kembali dalam auatu Peraturan Daerah.. o : ‘
Mengingat 3 1.
~ Daergqh. ; ' -}'
.
' Kabupaten dalam lingkungan Pmpinai Jawa Timur §
3

Undang-urndang Nomor 12 Drt. ta.hun 1957 t4ntang Peraturan = Umum

Re tribuai Daera.h }

. 5..

6.
T

-' 4. Undang—undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketanman-ketentuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan ;

Peraturan Pemerintah NomoT 5 tahun 1975 tentang PenguruSan,Per-
tanggungjawaban dan pengawaaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan 3

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tqhun 1992 tentang Penyelengga_raan
Otonimi Daerah denga,n titik berat pada Dasrah Tingkat II j

Peraturan Mentari Dalam IIogeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bantuk

Peramran Daerah I o
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9. Pera‘l:uran Da.erah Propinai Daerah Tingkat I J' awa Timur Nomor 6 ‘I:a.hun

_ 1989 tentang Penyerahan ee'bagian urusan Pemerintah Propinei ‘Daerah ’
- 'I‘ingkat I J'awa 'I'inrur d.alam 'bid.ang Peternakan kepad.a Daerah Tingkat

SO ’

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 'I‘ingkat II Paoitan Nomor 7 tahun e

" 1988 tdnta.ng Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah"
. Ka‘bupaten Daerah Tingkat II Paoitan ;

-

14, Peraturan Dasrah Ka'bupaten Daerch !ingkat IT Pacltan Nomoz 10 tabun’

1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Xerja Dinaa
_ Pe ‘I:erna.kan Daerah. Ka'bupaten Daerah Tingkat IT Pacltan,

Dengan perse tu;juan dewan - Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Pacltan,

L -

MEMUTUSKAN

Menetapkan s pERA'IURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - PACITAN TENTANG icARm :

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud. d.engan :

4

- -:"-..';:‘.."."'..B-Aja‘i?-' : .
- XETENTUAN MM . L
- Pasal” 1, | |

L3

"l a, Daerah, a.dalah Ka'bupa‘l:en Daerah Tingkat I Paoitan T _
“be Pemerintah Daerah, adamah Pemerintah Ka'bupaten Daerah - Tingkat II

-

‘Paoitan; S -,_

-a:

- ¢o Kepala Daerah, a.d.a.lah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Paoitan 3
'd. DPRD, adalah Dewa.n Perwakilan Rakyat Daerah Ka‘bupa‘l:en Da.erah Tinglat

’II Paoitan S T oo

"'e, Dinas: Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Ka'bupa‘l:en Daorah 'I'Ingkct _.

. II Pacltan 1

o 8. Petugas, a,d.a,la.h Petugas yang ditunjuk oleh KGpala Da.erah ;

" & Kartu 'I'ernak, ad...lah Karti Buk'l;l sebagal tanda Pemilikan ternak ;

I in._Bea Balik Nama, adalah biaya yang dikenakan atas ter;jadinya pemin. -

dahan pemilikan/pemelibara.an ternak karena ;jual beli, _ pemberian

' atau tukar memkar. L

| ‘:. B A B II ‘

KET...NTUAN KARTY TERNAK\

R " Pagal " 2 |

(1) Tiap-u.p 'I;ernak yang dlmiliki/dipelihara dalan Daerah hams torm

*

catat d.alam Kartu 'I'ernak ;
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(2) Kartu 'I‘ernak dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dlperolah dengan

menga;jukan permohonan kepada Kepala. Deaa/Kalurahan disertai dengan
syarat-syarat yang alcan dztetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

Pasal 3 - - _' e

(1) Setiap pemhawa ternak keluar dan atau lnedalam Desa/l(elurahan ‘harus
disertai dengan Kartu 'I'ernak ; EECRA o

(2) Ketentuan pada ayat (1) pasal inl “tidak herlaku apabila ' pemindshan.
terna.k tersehut karena pemberian atau tukar manukar yazg _tei-;jadi | e
dalam Desa/Kelumhan yarg bersangkutan ' AR

(3) Apabila tar;jadi perpindahan ternak aebagai a.kibat Jual boli dlpasar,.._,

maka Kartu 'I‘ernak hams dilaimkan balik nama atas pemil].knya 3
(4) Balik Nama Kartu 'Ibrnak dimaksud pada ayat (3) pasal ind dilalozkan_
oleh petugas pasa.r ; ’ ‘ oo " L

(5) Dalam waktu 14 (empat belas) hari aetelah berada d1 Desa/l(elurahan -
‘ yang ditu;ju, hamﬂ segera didai‘tarkan pada K9pa1a Deaa/l(elu.rahan P

(6) Bentu.k, Warna dan ulo:ran Kartu 'I‘erna.k atau Balik Nama 'I‘ernak di__ S

tetapkan oleh Keapala Daerah ;

Pasal 4 b

Kartu 'I‘ernak dimalmud dalam pasal -2 ayat (2) Peraturan Daerah ini béx;-_ .

lalcu selama 1 (satu) t.;hun. _ ,
, _ ) Pasal 5 - o
(1) Kartu 'I‘ernak sebagaimana dimalcsud pada pasal 2 ayat (1) ferahzi‘an o
Daerah ini baru dapat diberikan aetelah Pemilik/Pemslihara . ternak

o membau’ar retribusi ; S L

Sk

(2) Apabila Kaptu 'I‘ernak hilarg atau :rusak, pemilik/pomelihara harus me~ ’
;jukan parmohonan baru dengan dilnanakan biaya sebaguimana ketentuan :

' ayat (1) pasal ini - '-._ . _'_-! o
S BABIH .55“{U~; RIS
" . KSTENTUAN EETRIBOSL SRR RS
B ' Pasal 6 - v

(1) Pemberlan Kartu 'Ibrnak seba.gaimana dlmaksud dalam pasal 2 ayat (1)

’ Peraturan Daera,h ini, setiap ekor dikenakan retribusi sebagai -
berlkuﬁ . | ' |



.4
| |
a, Sapi, s_ebeé_ar © "% Rp, 750s= (tujuh ratus lima puluh Tupiah) ;
" D, Kerbau, sebesar  Rp. 750y~ (tujuh ratus lima pulub Tupiab) y
c. Kuda, sebesar . - Bp. 750,- ('I:ujuh ratus lima puluh rupiah)
de Babi, sebesar "Rp. 1 000,- (seri'bu mpiah) 3 ' '

v e Kambing/biri-birl, sebesar Rp. L 150,- (seratus lima puluh mpiah) 3

Un'l:uk balik nama a'l;as pemind.ahan ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal
" 3 ayat (3) Pera'lau'an Daerah ini, setiap ekor dikenakan retribusi sebagai
berilmt H _ L - ' ' _ ) : _
a, Sapi, sebésaf . Rp. 750, (tu;]uh ratus lima puluh ru@iah) ;
b, Kerhau, sebesar . Rps 750y- (tujub Tatus lima pulub rupiab)
- c. Kuday sebesar - Rpe 750,- ('I:ujuh ratus lima pulub rupiah) ;
d.. Babi, sebesar : “." Rpe 1000,- (seribu rupiah) 3 ‘

e Kamblng/biri-biri, sebesar Rp. 100,-— (seratus mpiah)

(1) Bagi pemilik/psmelihara ternak ,yang 'I;id.ak dapat menun:]uldcan Kartu 'I‘ernak e

y ‘.(2)'_

. ini,

O)

Pasal 7

&

-pada saat akan men;]ual ternakrya di pasar dan ditempat-tempat lain, di-

hatudkan memiliki Kartu Ternak bam ,yang d.isediakan oleh Pe1ugas $

Ratribusi Kartu Ternak dinakeud pad.a a,ya'l: (1). pasal ini, sebesar 2 (dua) |
kali biaya sebagaimana dimakaud. pad.a pasal 6 ayat (1) Pera'lm.'an ‘Daerah -
. }

| Pasal 81 S

Seluruh hasil pend.apatan dari re'l:ribusi d.imalmud. dalam pasal é a,yat (1)

- ayat (2) dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, mempakan pend.apatan daerah
. dan harus disetor ka Kas Pemerintah Daerah 5 '

@

Pend.apatan sebagaimana d.imakaud. pad.a a,yat (1) pas.al ini yang berasal dari . '

- retribusi sebagaimana d.imaksud. tL..lam pasal 6 ayat (1) Pera'luran Daera.h

“ini diatur sebagai berikut 3

" a. Pemerintah Daerah, szbesar 8 % (delapan puluh peraera'l:us) 3

S

' (3) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan’ Daera.h ini, diancam dengan denia

. | .(25

b Desa/Kelurahan, sebesar 20 % (dua puluh perseratus) 5
B AB w ,
xmmmmr PIDANA DAN PENYIDIKAN
o . Pasal - 9 ' ) _
Tindak Pid.ana 'I:ezha.d.ap ke tentuan pasal 2 a.ya'l: (1), pasal 3 a.vat (1) dan

sebanxak—banyaknya Rp. . 000,- (lima plﬂlh ribu rupiah) atau - pid.a.n}a

~kurungan selama—lamanya 3 (tiga) bulan ;

Tind.ak pid.ana sebaga.imana d.imalmud. pad.a ayat (1) pasal ini © bersifat

' pel anggaran.

I e

-.,ﬁ, - - - N L . L ' 4
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.- Pasal 10

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana dimakaud ‘dalan paaal 9 Peraturan Daerah

ini, aolam dilakukan oleh Penyidik Umum dapat Juga - d11 akukan

oith Pe-..
nyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkun_,m Pemerintah Daersh § :

(2) Dalam malq;zkkan penyidikan aehagaimana dimakaud pada ayat (1) paaal “ind
' 'berwenang R S ; . R
“ ':' 2 Memrima laporan atau pengaduan dari seseorarg tentang adanya fj_ndak

-

pidam’y

B b. I-'elakukan tindakan pertama pada aaat itu ditempat kejadian dan melaku-

kan pemerikaaan ; :

-

Ca eryuruh bernenti aeorang teradngka dan memerikaa tanda pengenal diri

. teraangka ;- e '.
dd.}-ielakukan penyitaan benda dan atau surat 3 . .
e lenganbil. sidlk jari dan memotret aeeeorang 3 L

. atau’

f_.' Memanggil erang untuk didengar dan diperikaa aebagai teraangka
-aakai;_"-__' e : - e
C B endatangkan or.;ng ahli vahg diperlukan dalam hubungannya dengdn pe-
. _ meriksaan teraa.ngka 3. ST . o
:’.’ h, -Mengadakan penghentian penyidikan aetelah mendapat petunjuk dari Pe-

nyidik bahwa tidak- terdapat cukup bukti atau periatiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan aelanjutrwa melalui peryidik membentahukan

' hal teraebut xepada penuntut umum teraangka dan keluargamra ; _
j_, Mengadakan tindakan lain menurut; hukum _yang dapat dlpertaxggungjawa‘ckan

(3) Pejabat Penyidik: Pegawai Negeri sipil membuat Berita Acara aetj_ap tj_nda - '

kan tentang D ‘_ S e T

._'a._

b,

Pemerikaaan teraangka ; N S '

Pemaaukan rumah; L e o _

Penyitadh benda 'R _- L LT S
Pemeriksaan’ surat j L et : ' - '
Pemeriksaan msaksi § . & . : o . B
Pemerikaaan aitempat kejadian dan mongirimxan kepada Ke;jakaaan Negerj..

'dengan tembuaan kepada Kepoliaian Negara Repzblik Indoneaia (POLRI)

LI . .
L] P

S BAB V.
N KE'LN'IUAN PERALIBAN DAN P ENU'IUP
" Pasgal - 11

r

(1) Dengan berlakun@ Peraturan Daerah ini y maka- Peraturdn Daerdh  Kabupaten

Daerah Tingkat II Paoitan Nomor 2 tahun 1974 beaerta semua

_Peraturan

i Daerah pembahanrwa dlnyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 3 _
(2) Ral-hal lain yang belum’ oukup diatur dalam Peraturan Daerah ini’ eepanjang'

,' mengenai pelakaanaamva akan diatulr 1ebih lanjut oleh Kepala Daerah



y { S Disahkan deq;a.n Keputusa.n Gubermut Kepala Daerah Tingkat I Jawa

B ]

. : Pasal 12 _
s Peraman Daerah ini pulai herlaku pada tangga.l diundanokan. '

Agar setiap orazg mengetahuirva, memerintc.hkan pengmdangan Peratu.ran

-

Daerah ini dengan menompatka.mgra dalam Lembaran Daerah Kabupaten S
' Daerah Tingkat b Pacitan. o

R

‘ _ _ e I Paclta.n, 3 Aguatus 1993
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DADRAH e BUPATI KEPALA DADRAH TINGKAT IT - ‘
KABUPATENDADR.H'IINCKATII mcroay i PACITAN |
o © Ketua, T P : o
Cap._ : .ttd‘ . R . 1 C Cap. ogtd . o
| Sumrem YU“‘UF ...y . somEDIITO .

Tiurur ta.nggal 17 Mei 1994 NOmor 308/p ta.hun 1994. ,-c; '_ . -

'j - An. GUBERIIUR KiPiLA DAERAH TINGKAT I

{ .

s~ 4 o< JAWA TIMUR

. Lt e A sisten I-sekretaris Walayah/naerah
T ISP - o (Bidang Pemerintuhan) '_.

[

e " Dre, MOR. SAFII”-'-ASlARI
LT - -4+ PBmbina Utama Madya
L e  Mip. 010052° 1819

"

t [ _"

- R Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daex ah Tin.e;kat II -
Pacltan tanggal 21 Juni 1994 Nomor 1: Seri B tahun 1994, '

. B 1
._r

R LT o _A'n.:BUPATI KEPALA mnm TINGKAT IT

) O v PACITAN
S e '_ 4 Sekretaris wilagrah/Daerah
. 'f . g " DuB. SUPARDJIMIN

Ctelvn et T 7 i Pembima Mingkat I o

P
- o
. : I
.- i
Mo '
-m . L
| . .-
' s
- L



L . . PENJELASAN l'3*ﬂ"'f“: :

S S P fA'i‘AS AR SR |
R mem DAERAH KABUPATEN DAERAE. TINGKAT TT PACITAN o
‘. L T mmon 19 TAHUN 1993 ;

mmu TERNAK |

L gEEIELASm ma

_ Bahwa dengan adazya pezyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang -
peternakan dari Pemerinta.h Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Daerah
Tingkat II, sebagaimana di tuangkan dslam Peraturan Daerah Propinsi - -~ DacTah’’ - :
Tingkat I Jawa Ti.irur nomor 6 tc.hun 1989 tentc.ng penyerahan sebagian ' Urusan ‘,
Pemerinta.h Propinsi Daerah Tingkat I Java Timu.r dalan Bidang Peternakan ke;aia o

' Daera.h Tingkat h, maka Peraturan Daerah I{abupa'l:en Daerah Tingkat II - Paoi'l:an

- i-__ Nomor 2 ‘I:ahun 1974 dengan segala perubahannya perlu disempurnakan, disesual- _‘ o
kan dengan tingkat perkembangan. ‘Hal ini dimaksudkan agar per;relenggaraan -
otonomi daera.h dapat mencapai da;ra guna dan hasil glma yang optimal, - .

II. Pa..IU'EILASAN PASAL 1 DEHT.[ PASAL _ _
Pasal 1 B/d L & Culnzp ;;elas ; | . _ _
N ) Coe \ -. . w '. ..
Pasal 7 agrat (1) . i ,-pada dasarnya Kartu Ternak diperoleh di Desa .
SR ;/Kelurahan. A dapun ketentuan ayat ini - di-
:maksudkan untuk penyederhanaan : prosedur -
'pengl:ruaan. " }
o ayat (2) | _ - _s. I{etentuan a.yat ini sebagai upaya untzk  me- .
) e T o ':ningkatkan 'I:ertib administrasi di Desa. [/ .
_— ’_Kemrahan. | SN
Pasal - 8 a.va‘l: (1) S s._Cukup 391&3. |
ayat (2)'-__ s :_Pembagian ini dimaksudkan sebagai | stimulan o
: B | Desa/Kelurq,han dalam melaksanakan tugas. o
' ‘.Pa.sa‘i‘_' 9 s/a '_ 12 8 ‘Cukup ;jelas. :
1]



